Jumlah Permintaan Informasi Publik

@® Dikabulkan seluruhnya: 3
@ Dikabulkan sebagian: 8

® Ditolak: 18

Waktu Penyelesaian Permintaan Informasi Publik

@® 1-10 hari kerja: 15

® 11-17 hari kerja: 14

Jumlah Permintaan Informasi Publik Setiap Tahun

2022

*Data laporan sumber 2021 sampai dengan Agustus.

Alasan Penolakan Permohonan Informasi

I

Informasi belum/tidak dikuasai

Bukan kewenangan PPID - 1

Pemohon diminta membuktikan . 1
dalil

Rekapitulasi diberikan - 1

Total permohonan dalam laporan: 29




LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID KOTA SURABAYA TAHUN 2022

NO.

NOMOR REGISTER

NAMA PEMOHON
INFORMASI

INFORMASI YANG DIMOHON

WAKTU YANG
DIPERLUKAN

PERMOHONAN INFORMASI

MENJAWAB
(Hari kerja)

DIKABULKAN
SELURUHNYA

DIKABULKAN
SEBAGIAN

DITOLAK

KETERANGAN / ALASAN PENOLAKAN

001/PPID/1/2022

Afi xxxx

Data pengaduan masyarakat Kota Surabaya periode Januari 2021 - 1
Desember 2021

1

Dapat Dipenuhi

001/PPID/I11/2022

Muh xxxx

Profil dan Biodata Walikota, Wakil Walikota, dan seluruh pejabat 14
eselon 2, 3 di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya saat ini, yang
memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal,
nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat
pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang
diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang
pernah diterima

Informasi Dikecualikan

002/PPID/I11/2022

Muh xxxx

1. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota 5
Surabaya, yang menetapkan tentang klasifikasi informasi publik
danatau hasil uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan di
lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, beserta seluruh lampirannya;
2. Penjelasan tertulis, mengenai alasan belum diterbitkannya Surat
Keputusan sebagaimana poin 1 tersebut di atas, apabila Pemerintah
Kota Surabaya belum menerbitkan Keputusan tersebut;

3. Surat Keputusan tentang Pengangkatan atau Penunjukan PPID di
lingkungan Pemerintah Kota Surabaya saat ini.

Dapat Dipenuhi

003/PPID/I11/2022

Muh xxxx

1. Surat Keputusan tentang pengangkatan atau penunjukan Walikota 10
dan seluruh pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya saat ini;

2. Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya tahun 2021 dan 2022;

3. Penjelasan tertulis, apakah Pemerintah Kota Surabaya pernah
digugat ke Komisi Informasi atau menjadi pihak Termohon dalam
perkara sengketa informasi publik di Komisi Informasi ? jika pernah,
berapa kali, kapan, dimana, dan bagaimana posisi akhir kasusnya ?;
4. Semua salinan Putusan dan/atau salinan Kesepakatan Mediasi
dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi
Informasi sebagaimana poin 3 diatas;

5. Rekapitulasi penolakan permohonan informasi oleh PPID
Pemerintah Kota Surabaya sejak dibentuknya, yang memuat
keterangan, nama dan alamat Pemohon Informasi, tanggal
permohonan, materi informasi yang dimohon, tanggal tangapan
PPID, alasan penolakan, tanggal pengajuan keberatan oleh
Pemohon, tanggal tanggapan keberatan oleh Atasan PPID, dan isi
tanggapan keberatan oleh Atasan PPID;

6. Penjelasan tertulis, apakah Pemerintah Kota Surabaya memiliki
atau menguasai informasi “Bukti alas hak mutasi Nomor Objek Pajak xxx atas nama xxx ke
PT. Kencana Cipta Abadi"?;

7. Salinan dokumen sebagaimana poin 6 tersebut diatas.

1. Ada poin informasi yang
belum dikuasai /
didokumentasikan;

2. Ada poin informasi yang
merupakan informasi
dikecualikan

001/PPID/IV/2022

Pur xxxx

1. Objek IPT No. 188.45/1645P/402.05.12/2001 atas nama xxx terletak di Ngagel Wasana 1 10
No. 40 adalah tanah

milik Pemkot Surabaya ataukah tanah tersebut milik Bapak xxx;
2. Apakah dasar hukum tanah IPT tersebut diatas adalah milik
Pemkot

Informasi Dikecualikan

002/PPID/IV/2022

Edd xxxx

Data Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang ada di kawasan 12
perumahan Citraland Surabaya baik yang telah diserahkan maupun
yang belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota
Surabaya

Informasi Belum Dikuasai

003/PPID/IV/2022

Muh xxxx

1. Surat Keputusan dan Peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah 12
Kota Surabaya tentang Pejabat Wajib Lapor LHKPN (Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara) dan pejabat wajib lapor LHKASN
(Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya.

2. Surat Keputusan/Peraturan tentang unit/satuan kerja pengelola
LHKPN/LHKASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

3. Dokumen lengkap LHKPN dan LHKASN dari seluruh pejabat wajib
lapor di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yang bertanda
tangan masing-masing pejabat wajib lapor, untuk tahun pelaporan
tahun 2021 dan 2022.

4. Rekapitulasi pelaporan LHKPN dan LHKASN dari seluruh pejabat
wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk
pelaporan tahun 2021 dan 2022, yang memuat keterangan nama
pejabat wajib lapor, jabatan saat ini, tanggal pelaporan, tanggal tanda
terima pelaporan yang diterbitkan oleh KPK RI dan/atau
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI.

5. Penjelasan tertulis, apa sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada
pejabat wajib lapor LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya yang melalaikan kewajiban menyampaikan laporan
LHKPN/LHKASN dan/atau tidak menyampaikan laporan secara
tepat waktu?

Ada poin informasi yang
belum dikuasai /
didokumentasikan;




LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID KOTA SURABAYA TAHUN 2022

NO.

NOMOR REGISTER

NAMA PEMOHON
INFORMASI

INFORMASI YANG DIMOHON

WAKTU YANG
DIPERLUKAN
MENJAWAB
(Hari kerja)

PERMOHONAN INFORMASI

DIKABULKAN
SELURUHNYA

DIKABULKAN
SEBAGIAN

DITOLAK

KETERANGAN / ALASAN PENOLAKAN

004/PPID/IV/2022

Muh xxxx

1. Rekapitulasi rencana pengalokasian anggaran pada tahun 2019,
2020, 2021 dan 2022 untuk program/kegiatan di lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya yang terkait dengan terjadinya pandemi
covid-19 di Indonesia dan upaya penanggulangannya, yang memuat
keterangan nama program/kegiatan, jumlah/pagu anggaran, satuan
kerja yang mengusulkan/mengelola, dan tanggal diajukannya usulan
kegiatan/anggaran.

2. Rekapitulasi realisasi kegiatan/anggaran untuk program/kegiatan
di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang terkait dengan
terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia dan upaya
penanggulangannya pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022, yang
memuat keterangan nama program/kegiatan, jumlah anggaran,
bentuk kegiatan, satuan kerja yang mengelola, dan tanggal
dimulai/dilaksanakannya kegiatan, dan tanggal pencairan anggaran.

11

1

Ada poin informasi yang
belum dikuasai /
didokumentasikan;

005/PPID/IV/2022

Her xxxx

1. Siapa nama pemilik terakhir dari petok nomor 3290 dengan nomor
persil xxx yang tercatat dalam buku tanah Kelurahan Medokan Ayu ?
2. Apakah didalam riwayat tanah petok nomor 3290 dengan nomor
persil xxx pernah tercatat nama Sdr. xxx sebagai pemilik dalam
buku tanah Kelurahan Medokan Ayu ?

Informasi Dikecualikan

10

006/PPID/IV/2022

Bud xxxx

1. Alamat email kantor makam Kristen kembang kuning kota
Surabaya

2. Tanah Makam untuk jenasah kakek-nenek saya di Makam Kristen
Kembang Kuning kota Surabaya apakah dikenakan
iuran/pungutan/retribusi bulanan?

3. Kakek dan nenek saya dimakamkan di lokasi tanah makam
Kristen kembang kuning, apabila dikenakan iuran/pungutan/
retribusi, saya sebagai cucu dalam(garis ibu) yang akan membayar
untuk iuran/pungutan/retribusi satu bulan ini saja di bulan
Ramadan?

4. Berapa nomor id pelanggan PLN di alamat JI. xxx

kelurahan Krembangan Selatan kota Surabaya

5. alamat permanen sesuai NIK xxx ditanyakan ke

Disdukcapil kota Surabaya karena data kependudukan tercatat
sebagai penduduk Surabaya juga

6.Besaran Biaya penggandaan informasi dan dokumentasi yang
ditanggung pemohon informasi

Ada poin informasi yang
belum dikuasai /
didokumentasikan;

11

001/PPID/V/2022

Muh xxxx

1. Penjelasan tertulis, berapa standar gaji dan tunjangan serta honor
yang diterima oleh/diberikan kepada masing-masing Walikota, Wakil
Walikota, Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat struktural di
lingkungan Pemerintah Kota Surabaya saat ini?

2. Penjelasan tertulis, fasilitas apa saja yang diterima oleh/diberikan
kepada masing-masing Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah
dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya saat ini?

3. Penjelasan tertulis, penerimaan penghasilan apa yang diperoleh
Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang bersumber dari APBD
Kota Surabaya dan/atau APBN selain dari penerimaan gaji dan
tunjangan?

4. Bukti penerimaan/pencairan dana dari seluruh transaksi
pembayaran gaji, tunjangan dan honor untuk bulan Januari, Februari,
Maret dan April 2022 yang diterima oleh masing-masing Walikota,
Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat struktural di
lingkungan Pemerintah Kota Surabaya saat ini.

5. Bukti serah terima pemakaian fasilitas dinas oleh masing-masing
Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat
struktural di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya saat ini.

6. Seluruh Peraturan/Keputusan yang menjadi dasar hukum
pembayaran gaji, tunjangan, honor, dan penerimaan fasilitas dinas
dari seluruh pejabat/aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya.

12

1. Ada poin informasi yang
belum dikuasai /
didokumentasikan;

2. Ada poin informasi yang
merupakan informasi
dikecualikan

12

002/PPID/V/2022

Edd xxxx

Data Site Plan awal ketika ijin lokasi diterbitkan dikawasan
perumahan Citraland Surabaya

10

Informasi Dikecualikan




LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID KOTA SURABAYA TAHUN 2022

NO.

NOMOR REGISTER

NAMA PEMOHON
INFORMASI

WAKTU YANG

INFORMASI YANG DIMOHON DIPERLUKAN

PERMOHONAN INFORMASI

MENJAWAB
(Hari kerja)

DIKABULKAN
SELURUHNYA

DIKABULKAN
SEBAGIAN

DITOLAK

KETERANGAN / ALASAN PENOLAKAN

13

001/PPID/V1/2022

Muh xxxx

1. Penjelasan tertulis, apakah PPID badan publik (sesuai daftar di 10
atas) menyediakan sarana pelayanan informasi publik berupa desk
pelayanan informasi publik untuk melayani pemohon/pengguna
informasi publik yang datang langsung ke kantor PPID badan publik?
Menyediakan alamat korespondensi kantor dan alamat surat
menyurat secara elektronik (email) untuk melayani
pemohon/pengguna informasi publik yang mengakses layanan
dengan cara berkirim surat? Menyediakan formulir isian elektronik
pada situs resmi badan publik dan/atau aplikasi mobile untuk
melayani pemohon yang mengakses pelayanan melalui layanan
online/mobile? Menyediakan sarana pelayanan informasi publik

yang bersifat khusus untuk melayani pemohon/pengguna informasi
publik dari kalangan disabilitas?

2. Penjelasan tertulis, apakah informasi sebagaimana poin 1 di atas
diumumkan kepada publik melalui situs resmi masing-masing badan
publik dan akun media sosial badan publik (sesuai daftar di atas)?
Apa link/tautan dari konten informasi tersebut pada situs resmi
badan publik dan akun media sosial badan publik?

3. Penjelasan tertulis, apakah PPID badan publik (sesuai daftar di
atas) pernah memberikan pelayanan informasi publik kepada
Pemohon/Pengguna informasi publik dari kalangan disabilitas?
Berapa kali dan kapan pelayanan tersebut diberikan serta bagaimana
prosedurnya?

4. Berapa nilai pagu anggaran dan nilai realisasi anggaran pelayanan
informasi publik dari masing-masing badan publik (sesuai daftar di
atas) pada tahun 2020, 2021, dan 2022?

1

Ada informasi yang masih
dalam Tahun Anggaran
Berjalan

14

002/PPID/VI/2022

Kus xxxx

Data informasi : 10
1. Nama Usaha / Perusahaan;

2. Alamat;

3. Nama Produk / Merk / Jenis Produk Makanan;
4. Nomor Kontak Personal;

5. Nomor Telepon

Ada poin informasi yang
merupakan informasi
dikecualikan

15

003/PPID/V1/2022

Wid xxxx

Copy Site Plan Perumahan Gunung Anyar Emas No. Gambar 16
619/SP/2001 No Blad Peta 32-49.50 PT. Surya Citra Indonesia

Informasi Tidak Dikuasai

16

001/PPID/VINI/2022

Aan xxxx

Salinan Dokumen Sertifikat Laik Fungsi Gedung The Trans Icon 9
Surabaya

Informasi Tidak Dikuasai

17

002/PPID/VINI/2022

Muj xxxx

1. Apakah benar Sdr. xxx terdaftar/tercatat 15
STATUS KEPENDUDUKANNYA sebagai warga negara kota surabaya
di dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surabaya;

2. Bilamana antara xxx dengan isterinya

yang bernama xxx tercatat di dalam database Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, mohon agar
dibuatkan Surat Keterangan Pencatatan Kependudukan antara
Xxxx dengan xxx

1. Pemohon telah
melampirkan identitas KTP,
sebagai bukti kependudukan;
2. Ada poin permohonan yang
bukan menjadi kewenangan
PPID

18

003/PPID/VIII/2022

Apo xxxx

Informasi dan Dokumen terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan 16
barang dan jasa pemerintah yang sumber pendanaannya dari Dana
Bagi Hasil Cukai, Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran (TA) 2020 -
2022 Pemerintah Kota Surabaya yang sekurang-kurangnya memuat :
1. Besaran DBH CHIT yang dikelola masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah

2. Nilai anggaran masing-masing kegiatan dan nama kegiatan serta
lokasinya

3. Dokumen pemilihan tender

4. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAILP)

5. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/lasa (SPPB.))

6. Kontrak kerja

7. Jaminan pelaksanaan

3. Jaminan uang muka

9. Surat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

10. Bukti potong pajak

11. Rencana kerja dan syarat-syarat

12. Kerangka acuan kerja

13. Metode pelaksanaan pekerjaan

14. Item dan volume pekerjaan (BOQ + RAB)

15. Shop drawing dan As built drawing (konstruksi)

16. Harga satuan pekerjaan

17. Tanggal PHO + FHO

18. Berita acara pemeriksaan

19. Berita acara penilaian hasil pekerjaan

Diberikan rekapitulasinya sesuai
dengan tujuan permohonannya

19

004/PPID/VINI/2022

Wah xxxx

Dokumen AMDAL Proyek PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga 14
Sampah) Waste to Energy Project yang terletak di Benowo

Informasi Dikecualikan

20

005/PPID/VINI/2022

Sar xxxx

1. Sertifikat HPL No. 1 / Kelurahan Jagir, tgl 23 Oktober 2021; 17
2.Sertifikat HPL No. 2 / Kelurahan Jagir, tgl 23 Oktober 2021;

3. Sertifikat HPL No. 3 / Kelurahan Jagir, tgl 23 Oktober 2021;

4. Akta Perdjandjian Sewa-Menyewa Djangka Panjang No. 186, tgl 19
Mei 1962

Informasi Dikecualikan




LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID KOTA SURABAYA TAHUN 2022

NAMA PEMOHON v[\)IIAPglIJ.JI‘(\ES PERMOHONAN INFORMASI
NO. NOMOR REGISTER INFORMASI YANG DIMOHON KETERANGAN / ALASAN PENOLAKAN
INFORMASI MENJAWAB DIKABULKAN | DIKABULKAN RIS 4
(Hari kerja) SELURUHNYA | SEBAGIAN
21 006/PPID/VIII/2022 Ais xxxx Salinan Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya 17 1 -
tanggal 29 Agustus 1994 Nomor : 593.01/2872/402.1.02/94 dan
Dasar Hukum Rekomendasi Surat Persetujuan Pemberian HGB xxx HPL kepada Pihak ketiga
22 001/PPID/IX/2022 Ais XXxx Salinan Sertifikat Hak Pakai atas nana Pemerintah Kofa Surabaya 12 1 Informasi Dikecualikan
yang digunakan Sebagai Dasar Permohonan SK HPL No.
54/HPLJBPN/97 Tanggal 8 April 1997
23 002/PPID/1X/2022 Wah xxxx 1zin lingkungan pembangunan di Waduk Sepat 13 1 Pemohon diminta membuktikan dalilnya
24 003/PPID/1X/2022 Dia xxxx Data (legalitas) Koperasi Pondok Pesantren Assyadziliyah Surabaya, apakah terdaftar pada 10 1 Informasi Tidak Dikuasai
data Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maupun Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
25 004/PPID/1X/2022 Abd xxxx Pecahan Letter C xxx Persil xxx Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota 10 1 Informasi Dikecualikan
Surabaya, atas nama xxx, tercatat atas nama xxx.
26 001/PPID/X/2022 Pem xxxx Hasil pemeriksaan terkait laporan xxx oleh ASN Pemerintah Kota Surabaya, xxx. 13 1 Informasi Dikecualikan
27 001/PPID/XI1/2022 So0e Xxxx 1. Nama dan NIP Kepala Kantor Inspeksi Ipeda Surabaya (Surabaya Timur/Selatan). 9 1 Informasi Tidak Dikuasai
2. Nama dan NIP Camat wilayah Kecamatan Sukolilo pada 31 Desember 1982.
3. Nama dan NIP Kepala Desa Kedung Cowek pada 31 Desember 1982.
28 002/PPID/XI1/2022 Tam xxxx 1. Apakah Koperasi Karyawan Sejahtera Unggul Mandiri dan Optimis, Badan Hukum No. 8 1 Informasi Tidak Dikuasai
418/BH/XVI.37/2011 dan pembentukan tanggal 1 Februari 2019 No. 1, terdaftar dan/atau
aktif melaksanakan dan melaporkan aktivitasnya sebagaimana ketentuan perkoperasian di
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya?
2. Permintaan salinan akta notaris Koperasi Karyawan Sejahtera Unggul Mandiri dan Optimis.
29 001/PPID/XII/2022 Kri xxxx Apakah pernah diterbitkan SKRK No. 653/1030/436.6.2/2016 terkait tanah dan rumah yang 1 1 Dapat Dipenuhi
beralamat di xxx
JUMLAH Rata-rata: 10.7 3 8 18 29 permohonan





